LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan

BABVI
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 73
(1) P nggaraan F dilakukan  untuk
ji wilayah yang berfungsi sebagai Li Hunian dan
tempat i yang d ikehi dan ghi
yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai
dengan rencana tata ruang.
2 F ggaraan F i dimaksud pada

ayat (1) bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat
tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan
teratur serta i i i
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Hagian Kedua
Pasal TV
i hanas. sesuni dengan
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Fasal 78
[} K terdini sles  perencesaun
[} Hurdan dan tEmpat ke ghatan
yang bagian  yang  nkiak

terpisahlens
@ L Hunis= dan tempat
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Pasal 74
dalam
Pasal 73 mencakup Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan pendukung
dan al
Pasal 75

dalam Pasal 74  wajib diaksanakan sesuali dengan arahan
yang terpadu dan

2) pada
ayat (1) dilakukan melaiui:
a pengembangan yang telah ada;
b pembangunan baru; atau
© pembangunan kembali.
] lebih lanjut arahan
pada ayat (1) sesuai dengan

Pasal 76
m 1 Hunian
dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan melalui:
a L Hunian
b. pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaan; atau
€ kembali L Hunian
@ hunian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
& peninglatan efisiensi potensi Langkungan Hunian
dengan fungsi dan peranan perkotaan;
b. L Hunian
e Sarana, dan Utilitas Umum
Lingkungan Hunian perkotaan;
d. bagian L Hunian yang dibatasi
dan yang didorong pengembangannya;
e Kumuh dan Permuldman
Kumuh; dan
f. pencegahan tumbuh dan berkembangnys Lingkungan Hunisn
yang tidak terencana dan tidak teratur.
] 1

Hunian baru pericotann

Bagian Ketiga

Pasal 79
w harus dan
izin pembangunan Lingkungan Hunian dan kegiatan pendukung.
@ pada
ayat (1) dapat dilakukan olech Pemecrintah Daerah dan/atau Badan
Hukum.

Pasal 80

m i terdiri atas pembangunan
L Hunian dan tempat
pendukung perkotaan.

(2) pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan dan pembangunan
tempat kegis i i pada
ayat (1) sesuai dengan perundang:

Bagian Keempat
Pasal 81
untuk:
a. jamil sesuai dengan fungsinya

sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah; dan
b. mewujudkan struktur ruang sesuai dengan perencanaan Kawasan
Permukiman.

Pasal 82
[$1) dalam
Pasal 81 terdiri atas L Hunian dan
tempat kegi
) L Hunian dan tempat
i L pada ayat (1)
sesuai dengan g




Pasal 83
(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab
dalam

Permukiman.

@) pada
ayat (1) dilakukan untuk:

a. ji dan
pemanfaatan Permukiman sesuai dengan rencana Kawasan
Permukiman;

b. tumbuh dan
Permukiman Kumuh; dan

c. mencegah terjadinya tumbuh dan berkembangnya Lingkungan
Hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.

Kumuh dan

Pasal 84

(&3] dalam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dilakukan pada tahap:
a. perencanaan;
b. pembangunan; dan
c. pemanfaatan.

@) dalam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan

Bagian Keenam
Pemeliharaan dan Perbaikan

Pasal 85
m dan untuk fungsi
dan yang dapat berfungsi secara
baik dan untuk kualitas
hidup orang perorangan.
] dan pada ayat (1)

dilakukan pada Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
di L Hunian dan Kawasan
Permukiman.

3 dan pe’

pada ayat (1)

Paragraf 2
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 89
(1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan
pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
berdasarkan letak lokasi secara geografis.

(2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Kumuh
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh:
a. di atas air;

b. di tepi air; dan/atau
¢. di dataran rendah.

Bagian Kedua
Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Paragraf 1
Umum
Pasal 90
Pencegahan Perumahan Kumuh dan Kumuh

melalui:
a. pengawasan dan pengendalian; dan
b. pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 91
()] dan dalam Pasal 90
hurufa atas
a. perizinan;
b. standar teknis; dan
c. kelaikan fungsi.
@) dan standar teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap
dan tahap dan
3) fungsi pada ayat

(8]

(&)

2)

3)
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dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang.

Pasal 86
Daerah jawab dan
perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan,
Permukiman, Lingkungan Hunian, dan Kawasan Permukiman.
Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan

BAB VIl
PENCEGAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kcsatu
Kumuh dan Kumuh

Paragraf 1
Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kriteria serta Tipologi Per

Pasal 87
Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan
kriteria yang untuk kondisi pada
suatu Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Kriteria Perumahan Kumuh dan Per i Kumuh
dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria kekumuhan ditinjau dari:
a. bangunan gedung;
b. jalan lingkungan;

g proteksi kebakaran.

Kriteria Perumahan Kumuh dan Pe i Kumuh
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 88

Dalam hal Daerah belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, penilaian

N - "

[}

dan dengan
untuk jangka waktu sementara.

(1) huruf c¢ dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan

Pasal 92
dan i i dan
standar teknis pada tahap
dalam Pasal 91 ayat (2) dilakukan untuk menjamin bahwa hasil
dan sesuai dengan perizinan
yang diperoleh dan standar tcknis Prasarana, Sarana, dan Utlitas
Perumahan dan Permukiman.

2) dan pada ayat (1)
oleh i Dacrah dengan mengkaji hasil
dan i yang oleh Pelaku
Pembangunan.
3) izt pada ayat (1)
meliputi perizinan terkait dengan lokasi dan perizinan terkait dengan
i fisik dan Sarana, dan
Utilitas Umum.
(4) Dalam hal dan i i i
pada ayat (2) dan ayat (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim
Pengawas dan Pengendalian.
(5) Ketentuan lebih lanjut i dan

1)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali
Kota.

Pasal 93
dan dan
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, dilakukan dengan cara:
a. pemantauan;
b. evaluasi; dan
c. pelaporan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan dan

pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Pemberdayaan Masyarakat



Pasal 94
dalam Pasal 90 huruf

b i yang
sebagai Pelaku Pembangunan secara swakelola melalui:

Pasal 95
m dalam Pasal 94 huruf a
untuk melalui:

a. fasilitasi pembentukan; dan

b. fasilitasi peningkatan kapasitas KSM.

2 pada ayat (1)
a. dan sesuai dengan perizinan
dan standar teknis; dan
b. fisik dan Sarana, dan Utilitas
Umum scsuai dengan perizinan dan standar teknis.
@) i i pada ayat (1) merupakan
i kepada dalam bentuk:
a. penyuluhan;

b. pembimbingan; dan
c. bantuan teknis.
(4) Ketentuan  lebih  lanjut
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 96
m i dalam Pasal 94 huruf b

kepada dalam bentuk
pemberitaan hal-hal terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh.
@) pada ayat (1) meliputi:
a. rencana tata ruang;
b. dan I
<. perizinan; dan
d. standar tcknis dalam bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
3 pada ayat (1) dilakukan
secara dengan i i dan/atau di

Pasal 101
n dan Per i
dalam Pasal 99 ayat (2) upaya untuk batasan
atau lingkup entitas Perumahan dan Permukiman dari setiap lokasi

@ dan pada
ayat (1) dengan i melalui
deliniasi.
Pasal 102
) kondisi i i dalam Pasal
98 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat
kekumuhan pada suatu P dan F dengan
dan kondisi gedung
beserta Sarana dan Prasarana pendukungnya.
@ kondisi pada ayat (1)
kriteria Per Kumuh dan Permukiman

Kumuh scbagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2).

Pasal 103
itas tanah dalam dalam Pasal

98 ayat (3) huruf b ;pakan tahap identi i untulc

status legalitas lahan pada sctiap lokasi Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh scbagai dasar yang menentukan bentuk

penanganan.

@ L lahan pada ayat (1)
meliputi aspek:

a. kejelasan status penguasaan lahan; dan

b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

(3) Keje status lahan pada ayat
(2) huruf a merupakan status lahan
berupa:

a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dolumen sertifikat hak atas
tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang
sah; atau

b. pihak lain milik adat/ulayat), dengan bukti
izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik
tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas

m
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a. media elektronik;
b. media cetak; dan/atau
c. media sosial.

(@) pada ayat (1) dilakukan
oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan
dan dengan dengan

Dacrah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi.

Bagian Ketiga
Kumuh dan Kumuh
Paragraf 1
Umum
Pasal 97
m er Kumuh dan
Kumuh didahului dengan penctapan lokasi dan perencanaan
penanganan.
2) Per Kumuh dan
Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan
untuk pe: dan j
dan secara
3) dalam ayat (1) dilakukan
pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan luasan
kurang dari 10 Ha yang ji
Daerah sesuai dengan pe: 18-
Paragraf 2
Penctapan Lokasi
Pasal 98
(1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib
proses yang oleh Daerah
dengan melibatkan peran masyarakat.
(2) Proses pada ayat (1) meliputi
proses:

a. identifikasi lokasi; dan
b. penilaian lokasi.

tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.

Pasal 104

(1) P lain dalam Pasal 98
ayat (3) huruf ¢ merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal
lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas

Kumuh dan Kumuh.

2 lain pada ayat (1)

meliputi aspek:

a. nilai strategis lokasi;

b. kependudukan; dan

c. kondisi sosial, ckonomi, dan budaya.

(3) Nilai lokasi pada ayat (2) huruf a
merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Permukiman
pada:

a. fungsi strategis kota; atau
b. bukan fungsi strategis kota.
@) pada ayat (2) huruf b
pe: pada lokasi
atau dengan
a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;
b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 — 200 jiwa/ha;
c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 — 400 jiwa/ha; atau
d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha.

(S) Kondisi sosial, dan budaya pada ayat
(2) huruf ¢ merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi
Perumahan atau Permukiman berupa:

a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam

mendukung pembangunan;
b. potensi ckonomi yaitu adanya kegiatan ckonomi tertentu yang
bersifat bagi dan

c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu
yang dimililki masyarakat setempat.

Pasal 105
8% lokasi Kumuh dan
Kumuh oleh Daerah yang
bertanggung jawab dalam dan




@ pada ayat (1), juga
dengan peran pada lokasi yang

terindikasi scbagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(3) Untuk i pada
ayat (1), Daerah format isian dan prosedur
lokasi Kumuh dan Permukiman

Kumuh.

(4) Format isian dan pada
ayat (4) dalam L 1 yang bagian tidak

terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 106
m lokasi dalam Pasal 98 ayat (2) huruf
b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah
dilakukan terhadap aspek:
a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas tanah; dan
c¢. pertimbangan lain.

2) lokasi dalam ayat (1) dihitung
dan skala
yang
berlaku.
(3) Lokasi yang telah dinilai dan i oleh
Dacrah dalam Daerah Lokasi Kumuh
dan Permukiman Kumuh.
{4) Formulasi penilaian lokasi dan skala

pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 107
(1) Aspek kondisi i i dalam Pasal 106
ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
a. kumuh kategori ringan;
b. kumuh kategori sedang; dan
c. kumuh kategori berat.
(2) Aspek tanah
huruf b terdiri atas klasifikasi:
a. status tanah legal; dan

dalam Pasal 106 ayat (1)

Pasal 109

m lokasi Pasal 98 ayat (1) dilakukan
peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam S (lima) tahun.

@ ulang pada ayat (1) dilakukan
melalui proses pendataan ulang lokasi.

3) ulang pada ayat (1) dilakukan oleh

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan Perumahan dan Permukiman.

- ulang pada ayat (1) untuk
mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang

telah serta tingkat

s luasan Kumuh dan Permukiman Kumuh
scbagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi karena pengurangan
jumlah lokasi Kumuh dan Kumuh.

©) hasil ulang
formulasi penilaian lokasi.

(7) Hasil ulang pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(8) Ketentuan lebih lanjut i inj ulang

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Perencanaan Penanganan

Pasal 110
m Kumuh dan Permukiman
Kumuh scbagaimana dimaksud dalam 97 ayat (1) dilakukan melalui

tahap:
a. persiapan;
b. survei;
c. penyusunan data dan fakta;
d. analisis;
e. peny konsep dan
Kumuh dan dan
£ pe dan
Kumuh dan Kumuh.
@ Kumuh dan Permukiman
Kumuh scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan
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b. status tanah tidak legal.
(3) Aspek lain
(1) huruf ¢ terdiri atas:
a. pertimbangan lain kategori rendah;
b.  pertimbangan lain kategori sedang; dan
c. pertimbangan lain kategori tinggi.

dalam Pasal 106 ayat

Pasal 108

(1) Hasil lokasi
(3) dilengkapi dengan:
a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
dan
b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
berisi data terkait :
a. nama lokasi;
b. luas;
c. lingkup administratif;
d. titik koordinat;
e. kondisi kekumuhan;
f. status tanah; dan
g. prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh yang ditetapkan.

dalam Pasal 106 ayat

3 pada ayat (2)
hasil ian aspek perti lain.
(4) Peta lokasi pada ayat (1) huruf b,
dibuat dalam suatu wilayah kota berdasarkan tabel daftar lokasi.
(5) E lokasi dengan
Kumuh dan Kumuh yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan i serta
Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(6) Format lokasi i pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

Paragraf 3
Peninjauan Ulang

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

3 lebih lanjut
Kumuh dan Kumuh is pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Pola Penanganan

Pasal 111
(1) Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
pada hasil aspek kondisi kekumuhan dan aspek
legalitas tanah.
(2) Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan
tipologi Kumuh dan Permukiman
Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2).
(3) Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
pada ayat (1)

a. pemugaran;
b. peremajaan; dan
c. pemukiman kembali.

(4) Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Perumahan dan

1 oleh Daecrah sesuai

dengan dengan peran

(S)Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Perumahan dan

formal oleh Daerah, dan/atau

Pelaku Pembangunan lainnya sesuai dengan kewenangannya.
6) lebih lanjut i Pola Kumuh
dan i Kumuh i i pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 112
(1) Dalam pola Kumuh
dan i Kumuh, dil non fisik yang
terkait.
@ non fisik s dalam ayat (1),

i sesuai sebagai bagi



yang berwenang dalam rangka
Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Paragraf 6
Pengelolaan
Pasal 113
(1) Pasca i Per Kumuh dan
Kumuh untuk
dan kualitas dan i secara
berkelanjutan.
2) pada ayat (1) dilakukan oleh
masyarakat secara swadaya.
(3) dapat oleh Daerah untuk

dengan
Perumahan dan Permukiman layak huni.
@) pada ayat (1) terdiri atas:
a. pembentukan KSM; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 114
Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113
ayat (4) huruf b upaya jaga kondisi dan

Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Pasal 115
dalam Pasal 113 ayat (3) dilakukan
dalam bentuk:
a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
b. i pervisi, dan
konsultasi;
c. dan/atau
d. antar secara atau sesuai
kebutuhan;
e. kajian Per dan dan/atau
f sistem dan
Pasal 116
4% KSM i dalam Pasal 113 ayat (4)

wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum.
s) untuk wajib
oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum.

Pasal 119
(1) Perbaikan rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4) huruf b dilakukan
melalui Rehabilitasi atau Pemugaran.
(2) Perbaikan Rumah wajib dilakukan oleh Setiap Orang.
(3) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan

dan F wajib oleh il Daerah.
(4) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) Sarana, dan

Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

) Daerah i pada ayat (4) dapat
menunjuk atau bekerjasama dengan Badan Hukum untuk melakukan
perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai ketentuan

per {3
(6) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang belum
kepada Daerah maka perbaikan merupakan
Paragraf 7
Kerja Sama
Pasal 120
Dalam upaya dan

Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilakukan kerja sama antara

Pemerintah Daerah dengan:

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
atau badan usaha swasta;

b. organisasi kemasyarakatan; atau

c. lembaga nonpemerintah lainnya.

Bagian Keempat
Kearifan Lokal
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huruf a merupakan upaya untuk peran
dalam Kumuh dan
Permukiman Kumuh.

@) KSM pada ayat (1) dilakukan

pada tingkat komunitas sampai pada tingkat kelurahan scbagai
dan layak huni.

@) KSM pada ayat (2) disesuaikan
dengan pe ng:

@) KSM dapat oleh Daerah.

(5) KSM oleh sccara atau atas prakarsa
Pemerintah Dacrah.

©) pada ayat (2) tidak perlu
dilakukan dalam hal sudah terdapat KSM yang scjenis.

) KSM pada ayat (2) sesuai
dengan

Pasal 117

[t pada pasal 116 ayat (4) dilakukan
dalam bentuk:
a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
b. pervisi, dan

konsultasi;

c. pemberian kemudahan; dan/atau
d. pemberian bantuan.

(2) KSM dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.

(3) Pembiayaan KSM sclain sccara swadaya oleh masyarakat, dapat
diperoleh melalui kontribusi Setiap Orang.

Pasal 118

(1) Pemeliharaan Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
sebagaimana dimaksud dalam 113 ayat (4) huruf b dilakukan melalui:
a. perawatan; dan
b. pemeriksaan secara berkala.

@) Rumah pada ayat (1) wajib
dilakukan oleh Setiap Orang.

(3) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk

dan wajib oleh Daerah,

KSM dan/atau Setiap Orang.

(4) Pemeliharaan Sarana dan Utilitas Umum untuk Lingkungan Hunian

Pasal 121
1) Kumuh dan Kumuh di
Daerah dengan memper lokal yang

berlaku pada masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan
ketentuan rencana tata ruang wilayah.

@) lebih lanjut
Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan mempertimbangkan
lokal pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pasal 122

(1) Pemerintah Dacrah sesuai dengan kewenangannya bertanggung
jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan Kawasan
Permukiman.

@) i tanah i i pada ayat (1) termasuk
penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan
tanggung jawab Pemerintahan Daerah.

BAB VIl
KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA

Pasal 123

1) il Dacrah dapat Badan Layanan Umum Daerah

dan/atau Badan Usaha Milik Dacrah sesuai peraturan perundang-
untuk dan
Permukiman.

(2) Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat i untuk il kepada MBR atas
penyediaan dan pengelolaan Rumah Khusus, Rumah Negara, Rumah
Umum sewa dan Rumah Susun Umum sewa.

(3) Badan Usaha Milik Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

i untuk i Rumah ial, Rumah Susun umum
dan Rumah Susun komersial.
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Lampiran 2 Pedoman Wawancara Penelitian

=

Wawancara dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Banjarmasin

Sebelum adanya Perda No. 1 Tahun 2023, penataan kawasan kumuh sudah
dilakukan berdasarkan aturan lain. Menurut Bapak, apa alasan utama
dibentuknya perda ini dan apa perbedaannya dengan aturan sebelumnya?
Program atau kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Disperkim di
Kelurahan Kelayan Barat berdasarkan perda ini?
Bagaimana proses pelaksanaan program tersebut, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan di lapangan, hingga evaluasinya?
Apa target atau tujuan yang ingin dicapai dari program penataan kawasan
kumuh di Kelayan Barat?
Selama pelaksanaan perda ini, kendala apa saja yang paling sering dihadapi
oleh Disperkim?
Bagaimana tanggapan masyarakat Kelayan Barat terhadap program penataan
kawasan kumuh ini? Apakah mayoritas mendukung atau ada yang merasa
keberatan?
Apakah terdapat kendala lain, seperti keterbatasan lahan, aturan teknis, atau
koordinasi dengan instansi lain?
Dampak atau hasil nyata apa saja yang sudah terlihat dari pelaksanaan
program penataan kawasan kumuh di Kelayan Barat?
Bagaimana cara atau indikator yang digunakan Disperkim untuk menilai

keberhasilan pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2023?
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10. Apa rencana atau langkah ke depan yang akan dilakukan agar penataan

kawasan kumuh di Kelayan Barat dapat berjalan lebih baik dan optimal?
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Wawancara dengan masyarakat terdampak
A. Pengetahuan dan Informasi Program
1. Apakah Bapak/lIbu mengetahui adanya program penataan kawasan kumuh
di Kelurahan Kelayan Barat?
2. Dari mana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui program tersebut?
3. Apakah sebelum pelaksanaan program, ada penjelasan atau sosialisasi
dari pemerintah kepada warga?
B. Pelaksanaan Program di Lapangan
1. Program atau kegiatan apa saja yang Bapak/lbu lihat atau rasakan
langsung di lingkungan Kelayan Barat?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pembangunan di lingkungan Bapak/lbu,
apakah berjalan lancar?
3. Menurut Bapak/lbu, apakah pembangunan yang dilakukan sudah sesuai
dengan kebutuhan warga?
C. Dampak Program Penataan Kawasan Kumuh
1. Perubahan apa yang paling dirasakan setelah adanya program penataan
kawasan kumuh?
2. Apakah perbaikan jalan, drainase, dan rumah tidak layak huni membawa
manfaat bagi warga?
3. Apakah kondisi lingkungan sekarang lebih bersih, tertata, dan nyaman

dibandingkan sebelumnya?
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D. Partisipasi dan Sikap Masyarakat
1. Bagaimana sikap masyarakat terhadap program penataan kawasan kumuh
ini?
2. Apakah warga mendukung program ini atau ada juga yang merasa
keberatan?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait rencana relokasi yang menjadi
bagian dari program penataan kawasan kumuh?
E. Kendala dalam Pelaksanaan Program
1. Apakah ada masalah atau kendala yang dirasakan setelah pembangunan
selesai?
2. Bagaimana kesadaran warga dalam menjaga fasilitas umum yang sudah
dibangun?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa penyebab fasilitas yang sudah dibangun cepat
rusak atau tidak terawat?
F. Harapan dan Saran
1. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap kelanjutan program penataan kawasan
kumuh di Kelayan Barat?
2. Apa yang diharapkan dari pemerintah agar fasilitas yang sudah dibangun
bisa terjaga dengan baik?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan Perda

No. 1 Tahun 2023 ini bisa lebih optimal ke depannya?
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Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara dan Lapangan

1. Wawancara Pribadi dengan Bapak Agus Herri Wijayadi, S. T. Selaku Kepala

Bidang Kawasan Perumahan (DISPERKIM) di Kantor Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin




Wawancara Pribadi dengan Ibu Hj. Eliya Rita, warga kelayan
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6. Dokumentasi Lapangan
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Lampiran 4 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing

Kedua

Q

UIN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 991 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPS!| MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAM UIN ANTASARI

: bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang

MMMWWMWMMPWW

mahasiswa

1. UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,

2 Perpres Ri No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari,

3 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,

4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kena UIN
Antasari Banjarmasin,

5 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari,

6. Keputusan Rekior Universitas Islam Negen Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang
Pedoman Karya limiah;

7. Pedoman Akademik Fakultas Syanah UIN Antasarni.

MEMUTUSKAN

Mengangkat Mufti Wardani, SAg , M SI. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi an.:

Nama - Nadhratun Najwa

NiM : 220102030254

Program Studi  : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Judud : Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun

dalam Penataan Kawasan Kumuh di Kehlrahan Kelayan Barat Kota
Bani .

: Segala baya yang diakibatkan dar kegiatan ww akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari

Banarmasin Tahun 2025,

. Keputusan ini berlaku sejek tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan

2

: Surat keputusan ini disampakan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekelwuan akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinyai
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Lampiran 5 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal

4

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan :

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Kd Map: 70

&)
UIN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 276 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

: bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang

pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi
mahasiswa.

: 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2

. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN
Antasari Banjarmasin;
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang
Pedoman Karya limiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,

oo

Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 1 Maret 2025
MEMUTUSKAN

Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan Mufti Wardani, S.Ag., M.SI. sebagai Penguji | dan

Penguji Il pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama -+ Nadhratun Najwa

NIM : 220102030254

Program Studi  : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Judul : Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun

2023 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dalam Penataan Kawasan Padat Penduduk di Kelayan, Kota Bajarmasin

: Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13/03/2025
Waktu : 09.00-10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah |

: Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinyai.

: Banjarmasin
. 4 Maret 2025
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Lampiran 6 Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

BERITA ACARA UJAN PROPOSAL
FAXULTAS SYARIAH UIN ANTASAR! BANJARMASIN
Pada harl ini Kamus, 13032025 pubd ... .........8d ... . bertempat & Ruang Munagasyan
| Fakuitas Syariah UIN Antasani telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:
Nama * Nadhratun Napwa
N - 220102030254
Tempat, Tgl Lahi - Pengambau hulu, 21 September 2004
Jurusan : Hukum Tata Negara (Styasah Syaryyah)
Judut . *"Analisis Implementas: Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun

Dalam Penataan Kawasan Padat Penduduk & Kelayan, Kota Bajarmasin®™

Dengan susunan tm penguj sebagal benkut.

1. Ante Sulistyoko, S Sos, MH. (Pengus 1)
2. Muf Wardani, SAg, M SI (Pengus i)
Hasd sidang tim penguji proposal berkesimputan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan®:

1. Deterima

2. D dengan perdak

3 Da engan p Judd menyd

L_|4 Deolak dan cisaransan

INO. Nama Penguji Sebagal hn[c‘nfmnn
1. [Arte Sulistyoko, S Sos, MH. Penguy
ZIMWM.SAQ.DAS{




Lampiran 7 Surat Permohonan 1zin Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH
UIN Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
bl Telepon (0511) 3265783
ATl Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya(@uin-antasari.ac.id
Nomor  : B-2805/Un.14/111.2/PP.00.9/09/2025 9 September 2025

Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal  : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Banjarmasin

di - Tempat

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan

kepada :
Nama : NADHRATUN NAJWA
NIM : 220102030254
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Ds. Pengambau Hulu Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai

Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari
tanggal 8 September - 8 November 2025 dengan judul:

Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Dalam Penataan Kawasan Kumuh di Kelurahan Kelayan Barat Kota
Banjarmasin

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan
izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai
dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

RAHMAT SHOLIHIN

Dokumen i tetan oSAGAGR ik St d Qb doi g5 5 Setan avcronic

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
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Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Riset

FPEMERIN IAH KU 1A BANJARMASIN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan R E. Martadinata No.1 Gedung Biok B Lantai || Kota Banjarmasin, 70111
Telp. 0511-3365592, Fax. 0511-3365592
Laman : dprkp.banjarmasinkota.go.id, Pos.el : dprkp.bjm@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: 800.1.11.1/ 1800 -DPRKP.SEKR/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : H. CHANDRA IRIANDHY WIJAYA, ST., MM
Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NADHRATUN NAJWA

NIM : 220102030254

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Fakultas : Syariah

Universitas  : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Telah menyelesaikan kegiatan riset/penelitian di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Banjarmasin, yang dilaksanakan pada:

Waktu Pelaksanaan : 8 Oktober s.d 8 November 2025

Judul/Topik Penelitian : Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Dalam Penataan Kawasan Kumuh Di Kelurahan
Kelayan Barat Kota Banjarmasin

Selama masa penelitian, yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin
penelitian yang diberikan, serta mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku pada Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.

Surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.




Lampiran 9 Surat Keterangan Ujian Komprehensif

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
.::‘_. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH
Ul Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
_____N_ Telp. (0511) 3265783
ANTASARI Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs uin-antasari ac id
SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 3423 fUn.14/111.2/PP.00.9/12/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenamya bahwa."

Nama Nadhratun Najwa
NIM - 220102030254
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal @ Jumat, 5 Desember 2025

Waktu . 08.30-10.30

Tempat : Ruang Munagasyah |

Ketua/Anggota : Nahdia Nazmi, M.H

Anggota . Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI

Anggota . Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82,6 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari

2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.

4. Arsip No.: 665
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Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur’an

v

UIN

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 121/ Un.14/111.2/PP.00.9/01/2025
Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

NADHRATUN NAJWA

NIM : 220102030254
Kelahiran Pengambau Hulu 21 September 2004
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur’an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali




Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer

e
D W P> > > > > > B > > > > > > B> B> > B > B > B> B D
2 = a®
8 B:
Q 2
) PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH \7
D 2
z PUSKOM FASYA
S UIN ANTASARI BANJARMASIN &
4 UIN  Aamat: 31 A YaniKm. 4,5 Lt Il Gedung Kulish Fakultas Syariah UIN Antasarl Banjarmasin %
SERTIFIKAT
X Nomor : FS-PF/Pel/IV/220102030254/2024 e
> Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa: g
NADHRATUN NAJWA JFEE
8 X Ve o ¢
Tempat dan Tanggal Lahir : SHERD
2, PENGAMBAU‘HULU;“21/09/ 2004 Ol
N S e ,::=
o Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer powile
7 - T 0 b
PROGRAM |  NILAI Bl
¥4 Microsoft Office
7 Excel AT
Microsoft Office A
£ Powerpoint : g ;
2 Yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai dengan 19 Juli 2024 &
2, .—Banhnnasi:f, 29 Juli 2024 S
S Ketua, N b
2 A | S
Muh&mmad Haris, M.Kn. ek
NIP. 198611172011011005 S ik
A §- s 73 b
o g 2;
melia Rahmaniah, M.H. N
97105191997032001
7 ) b
i % > > 0> ST > 2> s !
i ‘.» el N X i S L o ”4
A\ OO
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Lampiran 12 Sertifikat TOEFL

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
UNIT PENGEMBANGAN BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344
e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id

TOEFL 2025

Unit Pengembangan Bahasa

UPo

Unit Pengembangan
Bahasa

CERTIFICATE
Number : 1736/ Un.14/V.3/OT.01.1/ UPB-TOEFL/12/2025
This is to certify that:
Name : Nadhratun Najwa
Place and date of birth H Hulu, 21 2004

Has taken English Proficiency Test and obtained the scores as follows :

Listening Comprehension 145
Structure and Written Expression :
Reading Comprehension 134

Total TOEFL Prediction Score  : 410

Expired date : December 15, 2027

Testing date  : December 11, 2025
Issued in : Banjarmasin
: December 15, 2025
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Lampiran 13 Surat Keterangan Permohonan SKK

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH
U l‘N Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
B, Telepon (0511) 3265783
ANTASARI ¢-mail: fasva@uin-antasari.ac.id website: www.fs uin antasari ac.id
NILAI EKSTRA KURIKULER
Nama : Nadhratun Najwa
NIM 1 220102030254
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester I
Tahun Akademik : 2025-2026
NO | ASPEK KEGIATAN JUMLAH NILAI KETERANGAN
KEGIATAN | KUMULATIF
1. | Aspek Keagamaan 1 25 . Ma’had  Al-Jam’ah
UIN Antasari
Banjarmasin (25)
2 | Aspek Akademik dan Keilmuan 10 35 . Sertifikat  Studium

. Sertifikat

Generale 2022/2023
Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin
“Dinamika
Penegakkan Hukum
dan Keadilan
Masyarakat di
Indonesia” (1)
Studium
Generale 2022/2023
Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin

“Menggunakan
Youtube Untuk
Penelitian dan
Pengajaran” (1)

. Sertifikat Peserta
Bimtek Literasi
Digital Bagi
Mahasiswa  Tahun
2025 “Menjadi
Mahasiswa  Cerdas
dan Kreatif di Era
Digital” (2)

. Seminar Nasional &
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
UlN Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

LN Telepon (0511) 3265783
ANTASARI e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs uin antasari.ac.id

...........

Call for Paper pada
acara RAKERNAS
KE-VIII (3)

5. Sertifikat Peserta
Kuliah Umum
“Pengawasan
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik dan
Pencegahan
Maladministrasi Oleh
Ombudsman RI” (2)

6. International Seminar
Green Lifestyle: An
Eco-Friendly Way Of
Life For A
Sustainable  Future
(5)

7. Penelitian Kelompok
“Kebebasan
Berbicara di Media
Sosial” melalui jurnal
Student Research
Journal (9)

8. Publikasi Jurnal
Ilmiah “Ombudsman
Goes To Campus”
melalui jurnal
Shahria Jourmal (9)

9. Sertifikat
Penghargaan Juara 2
Cerdas Cermat dalam
kegiatan Constotional
Law Contest (2)

10. Sertifikat telah lulus
pelatihan  Aplikasi
Komputer (1)

Aspek Keorganisasian dan 8 19 1. Pengabdian

pengabdian Masyarakat Masyarakat Tentang
Sex Education di
MTS NU Haruyan
6)

2. Pengurus Inti FKHI
tahun 2024 sebagai
bendahara (4)

3. Pengurus FKHI
sebagai anggota
tahun 2023 (3)

4, Panitia pada acara
“Tafsir Film” (1)

5. Pelatihan
Kepenulisan  Jurnal
Berbasis
Internasional yang di




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH
UI'N Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
—_—tN Telepon (0511) 3265783
ANTASARI e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id
—
adakan oleh FKHI (2)
6. Piagam Penghargaan
Peserta PBAK
Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin
1)
7. Penghargaan sebagai
paniti kelas
kaderisasi FKHI (1)
8. Penghargaan panitia
pelantikan orientasi
FKHI (1)
4 | Aspek Minat dan - 5
Kewirausahaan
JUMLAH 19 79

Dosen Penasehat

Dibuat rangkap 2 (dua):
- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penaschat
- 1(satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Banjarmasin, 28 NOWMb e 2025
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap
Tempat, Tanggal Lahir
Agama

Kebangsaan

Status Perkawinan

Alamat Rumah

Nomor HP

Surel

Pendidikan
a. 2012 - 2017
b. 2017 — 2019

c. 2019 -2022

Nadhratun Najwa

Pengambau Hulu, 21 September 2004
Islam

Indonesia

Belum Menikah

J. Lok laga Ria, Kecamatan Haruyan,

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

: 085348501934

: ndhrtnnjw@gmail.com

: Sekolah Dasar Negeri 2 Pengambau Hulu
: Madrasah Tsanawiyah Nahdatul Ulama Haruyan

: Madrasah Aliyah Pertasi Kencana NU Haruyan

d. 2022 — Sekarang : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Orang Tua

a. Ayah

1) Nama Lengkap: Hambali

2) Pekerjaan

3) Alamat

PNS
J. Lok laga Ria, Kecamatan Haruyan,

Kabupaten Hulu Sungai Tengah
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b. lbu
1) Nama Lengkap: Istigamah

2) Pekerjaan . 1bu rumah tangga

3) Alamat : JI. Lok laga Ria, Kecamatan Haruyan,

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Jumlah Saudara 12

Riwayat Organisasi : Forum Kajian Hukum & llmiah
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